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I. PENDAHULUAN

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki suatu landasan strukturit
yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk bertindak, yaitu Undang-undang Dasax
1945 . Menurut Bryce, motif digunakannya Undang-undang Dasar agar ada
| kepas?an di dalam cara penyelenggaraan pemerintahan dari negara dalam suatu
sistem ketatanegaraan yang tertentu sehingga dapat dibatasi tindakan penguasa dan
adapya jaminan terhada;p perlindungan hak-hak anggota masyarakat dari tindzkan
sewenang-wenang oleh penguasa.’

Hal-hal yang bersifat inti atau pokok disebutkan dalam Undang-undang
Dasar, yang kemudian pelaksanaan lebih dalam dan lebih konkrit dijelaskan atau
dikembangkan lebih luas dengan aturan-aturan , ketentuan-ketentuan hukum yang
" lain guna saling mendukung terselenggaranya Pemerintahan yang berdasar hukum.

" Kekuasaan tertinggi adalah di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
merupakan wakif rakyat di Indonesia. Para ahti di Jerman mengemukakan bahwa
centrum dari segala kekuasaan adalah negara. Menurut Jellinek, negara harus
dipandang sebagai yang asalnya dilimpahi dengan kekuasaan memerintah secara tak
terbatas., Maka hubungan antara negara dan hukum sebenarnya adalah mudah.
Hukum tidak lain dari kemauan hegaxa yang dikentarakan?® |
| Menurut Satjipto Rahardjo, hukurri tidak beketja menurut ukuran dan
pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan memperiismbangkan -
apa yang baik untuk dilakukannya bagi masyarakat. Pertimbangan seperti ini mucul
dalam bentuk persoalan tentang bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya
bisa memberi sumbangan terhadap efisiensi produksi masyarakat. Untuk itulah
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hukum memerlukan kekuasaan sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi

proses-proses dalam masyarakat,’





